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ABSTRAK

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga. Agar pihak bank selaku kreditur terlepas dari resiko, bank
senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang dilepaskan/diberikan
itu dapat dikembalikan dengan aman. Bank meminta kepada calon nasabah
(debitur) agar mengikatkan suatu barang tertentu, biasanya sertifikat tanah hak
milik sebagai jaminan dalam pemberian kreditnya. Dalam kenyataan yang terjadi
kredit yang dijalankan debitur mengalami kemacetan, dan debitur tidak dapat
membayar kembali angsuran hutangnya.

Kata Kunci: Kredit Bank, Jaminan Kredit, Penyelesaian Sengketa Kredit Bank.

ABSTRACT

Credit or loan is providing money or resources based on agreement of borrowing
and lending loan between banks and other parties which obligates the debtor to
reimburse bank on a certain period of time with interest. In order to free the bank
from any risk as the creditor, bank has always asked some warranty to secure the
debt of the debtor. Bank asks the prospective debtor to mortgage their property,
usually land title is used as warranty for the loan. In reality, the reimbursement
from debtor is stopped in the middle, and debtor can’t repay its debt installment.

Keywords: Bank Loans, Credit Warranty, Bank Loans Dispute Settlement.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dijelaskan
dalam Pasal 1 angka 11, bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga”. Muchdarsyah Sinungan, berpendapapat: “Kredit adalah suatu
pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan
dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan
suatu kontra prestasi yang berupa bunga » 1

Adanya kasus kredit bermasalah adalah saat debitor dianggap mengingkari
janji (wanprestasi) untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo
sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada
pembayaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah di
dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang
bermasalah adalah kredit macet. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan
yang menggolongkan kolektibilitas kredit. Kredit yang masuk dalam golongan
lancar dinilai sebagai kredit yang performing loan, sedangkan kredit yang masuk
golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non performing
loan.?

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi bank,
oleh karena itu adanya kredit bermasalah atau macet memerlukan tindakan
penyelematan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan bank dalam usaha
menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung

pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan

! Mgs. Edy Putra Tje’ Aman, 1989, Kredit Perbankan, Yogyakarta: Liberty, Hal 2.
2 Sutarno, 2003. Aspek- Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta, hal.263



menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh melalui jalur non
ligitasi dan ligitasi (pengadilan).

Proses penyelesaian melalui jalur non ligitasi dilakukan melalui
perundingan kembali antara kreditor dan debitor dengan meringankan syarat-syarat
dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum
memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek
usahanya masih feasible. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut
ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993
dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa
tindakan penyelamatan sebagai berikut:

Pertama, Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh
kewajiban debitor. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi aruskas yang
bersumber dari kemampuan usaha debitor yang sedang mengalami kesulitan.
Penjadualan tersebut bisa berbentuk: memperpanjang jangka waktu kredit,
memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya semula angsuran ditetapkan
setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan, atau menurunkan jumlah untuk setiap
angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit

Kedua, Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan
kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi
(persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang
kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. Ketiga, Recstructing adalah usaha
penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah
komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit seperti mengubah

komposisi pembiayaan: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan



bunga kredit, perpanjangan waktu kredit, pengambilalihan asset debitor, dan lain-
lain.?

Penyelesaian kredit macet melalui jalur litigasi adalah dengan mengajukan
gugatan ke pengadilan. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Perdata antara lain dalam hal proses beracara di pengadilan yaitu mulai dari
pengajuan gugatan, registrasi gugatan, penyusunan majelis hakim, jadwal sidang,
pemanggilan para pihak, upaya mendamaikan di antara para pihak, jika tidak ada
perdamaian maka dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara.”

Proses pada pemeriksaan perkara dimulai dari pembacaan gugatan yang
diajukan penggugat, jawaban tergugat atas gugatan pihak penggugat, jawaban
penggugat terhadap jawaban tergugat (replik), bantahan pihak tergugat melalui
duplik, kemudian pembuktian. Hasil pembuktian kemudian disimpulkan oleh
majelis hakim untuk mengambil putusan.®

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tanggung
jawab salah satu pihak apabila pihak tersebut melakukan wanprestasi dalam
perjanjian kredit? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan
pembuktian atas perkara kredit macet yang diajukan kreditur? (3) Bagaimana
pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara kredit macet yang
diajukan kreditur?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan tanggung jawab
salah satu pihak apabila pihak tersebut melakukan wanprestasi dalam perjanjian

kredit. (2) Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian

® Lukman Dendawijaya, 2001. Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 87-88
* Djamanat Samosir. 2012. Hukum Acara Perdata. Bandung: Nuansa Aulia, hal 142
® Ibid, hal 143



atas perkara kredit macet yang diajukan debitur di Pengadilan Negeri Klaten. (3)
Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara
kredit macet yang diajukan debitur di Pengadilan Negeri Klaten.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat Bagi Penulis, Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi ajang untuk mengembangkan konsep pemikiran secara
lebih logis, sistematis dan rasional dalam meneliti permasalahan terkait proses
penyelesaian sengketa kredit. (2) Manfaat Bagi Masyarakat, Bagi masyarakat dapat
memberikan pengetahuan tentang penyelesaian kredit macet sekaligus memberikan
informasi atau jalan keluar mengenai masalah-masalah yang timbul dalam proses
penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit. (3) Manfaat Bagi Illmu
Pengetahuan, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu
hukum Kkhususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa
kredit macet.

Secara metodologis penelitian ini  menggunakan metode normatif.
Penelitian hukum normatif mengkonsepsikan apa yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berperilaku manusia.® Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif.
Penelititan deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara
sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.” Data yang dipakai
adalah: Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

analisis data secara Kualitatif.

® Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal 15.

" Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal
35.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Salah Satu Pihak Apabila Pihak Tersebut Melakukan
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur
dengan debitur baik yang disebabkan karena kesengajaan maupun karena
kelalaian. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi sebagali
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak
menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk
memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah
satu pihak maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.®

Menurut pendapat Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa: (a)
Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (b) Debitur
melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah); (c) Debitur melakukan apa yang
dijanjikannya, tetapi terlambat; (d) Debitur melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukannya. °

Dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, menjelaskan bahwa tanggung
jawab hukum atas wanprestasi yang dilakukan debitur antara lain: (a) Debitur
diwajibkan untuk memenuhi perjanjian; (b) Debitur diwajibkan untuk memenuhi
perjanjian disertai ganti rugi; (c) Debitur diwajibkan hanya membayar ganti rugi
saja; (d) Pembatalan perjanjian; (e) Pembatalan perjanjian disertai dengan

pembayaran ganti rugi.

® Wanprestasi Dalam Perjanjian, www.shareshare ilmu wordpress.com, Diakses pada tanggal 16
September 2015, Pukul 22.30 WIB.
® Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Hal 45.
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Sebagaimana yang tertuang dalam putusan perkara Nomor:
26/Pdt.G/2014/PN.KIn, mengenai sengketa kredit macet. Dalam amar putusannya
yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbutki melakukan wanprestasi serta
Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il untuk melunasi hutangnya terhitung sejak
bulan Maret 2014 sebesar Rp 171.888.027,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan
ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat

sekaligus dan seketika sampai hutang dan bunga serta denda dibayar lunas;

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Kredit
Macet Yang Diajukan Kreditur

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:
26/Pdt.G/2014/PN.KIn mengenai penyelesaian sengketa kredit macet. Dalam
sidang pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah memeriksa gugatan dan jawaban
serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat
sebagaimana dibawabh ini:

Dengan demikian setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan
Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari Tergugat serta setelah dihubungkan dengan
bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di
persidangan, maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat
diambil Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian dan telah diperoleh Fakta-fakta
Hukum sebagai berikut:

Pertama, benar Tergugat | pernah mendapatkan kredit dari Penggugat
sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dikenakan bunga 1,5%

perbulan selama jangka waktu 36 bulan dari 31 agustus 2010 sampai dengan 31



agustus 2013 dengan jumlah angsuran sebesar Rp 3.208.350,- setiap bulannya yang
diketahui Siti Mulyani (Tergugat Il) dan sebagai penjaminnya adalah Mira Tania
Mulyaningsih (Tergugat I11);

Kedua, benar kredit yang diperoleh Tergugat tersebut telah dibuat atau
tertuang dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Para
Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Bukti Perjanjian Kredit Nomor:
354/KBPR/PK-INS/VI11/2010 tertanggal 31 Agustus 2010;

Ketiga, bahwa benar Tergugat baru bisa membayar/mengangsur hutangnya
sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp
3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp 6.500.000,-
(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Tergugat | dan Tergugat Il
menunggak dan tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan lagi kepada
Penggugat (kredit macet).

Keempat, bahwa sisa hutang + bunga + denda pelunasan yang harus
dibayar oleh Tergugat | dan Tergugat Il menurut perjanjian yang telah disepakati
terhitung sampai bulan Maret 2014 adalah sebesar Rp 171.888.027,- (seratus tujuh

puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah);

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Atas Perkara Kredit
Macet Yang Diajukan Kreditur

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:
26/Pdt.G/2014/PN.KIn tentang proses penyelesaian sengketa kredit macet. Bahwa
Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan

dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan bukti P-6 bahwa Tergugat | (Sugiyanto) telah menerima
pencairan kredit atas nama Sugianto, alamat Dukuh Ngadisari Rt 02/09, Mrisen,
Juwiring, Klaten dengan suku bunga 1,5% perbulan tetap, jangka waktu 36 bulan
dari Koperasi BPR Ceper sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
dan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan kesanggupan tertanggal 31 Agustus 2010
dari Mira Tania Mulyaningsih (Tergugat I11) apabila terjadi kemacetan kredit
bersedia menyerahkan sepenuhnya jaminan Sertifikat SHM Nomor 610/Jaten
terletak di Desa Jaten, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Gambar situasi Nomor:
10516/82 tertanggal 01-06-1982, luas 570 m2, atas nama Mira Tania Mulyaningsih
kepada Koperasi BPR Ceper Klaten untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk
melunasi atau menyelesaikan pinjaman kredit atas nama Sugiyanto;

Setelah pinjaman atau kredit yang disetujui oleh Penggugat tersebut
direalisasi dan telah diterima oleh Tergugat | dan Tergugat Il, kemudian setiap
tanggal jatuh tempo untuk mengangsurnya Tergugat | dan Tergugat Il hanya
mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Bukti P-3 yaitu pada tanggal 30
Nopember 2010 sebesar Rp 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah),
pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan
tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
dan selanjutnya Tergugat | dan Tergugat Il menunggak dan tidak melakukan
pembayaran angsuran/cicilan sebagaimana yang telah diharuskan sesuai dengan
Surat Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat |
dan Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan

ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat |
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dan Tergugat Il telah terbukti tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya
sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga Tergugat | dan Tergugat Il dapat
dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Atas kelalaian Tergugat | dan Tergugat Il tersebut menurut hukum adalah
merupakan wanprestasi atau cidera janji. Maka sisa hutang+bunga+denda
pelunasan yang harus dibayar oleh Tergugat | dan Tergugat Il menurut perjanjian
yang telah disepakati terhitung sampai bulan Maret 2014 adalah sebesar Rp
171.888.027,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan
ribu dua puluh tujuh rupiah);

Oleh karena Tergugat | dan Tergugat Il terbukti lalai atau terbukti tidak
menepati isi perjanjian (wanprestasi) yaitu tidak mengangsur atau mencicil atau
membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana diharuskan oleh Surat
Perjanjian Kredit tersebut maka kepada Tergugat | dan Tergugat Il harus segera
membayar sisa hutangnya kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap;

PENUTUP
Kesimpulan
Tanggung Jawab Salah Satu Pihak Apabila Pihak Tersebut Melakukan
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Pada dasarnya wanprestasi seorang debitur dapat berupa: (a) Debitur tidak
melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (b) Debitur melaksanakan apa
yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan

tetapi salah); (c) Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; (d)

Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
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Terhadap perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh
debitur dapat menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum yang harus
diterima oleh pihak debitur. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1243
KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya”.

Dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, menjelaskan bahwa tanggung
jawab hukum atas wanprestasi yang dilakukan debitur antara lain: (a) Debitur
diwajibkan untuk memenuhi perjanjian; (b) Debitur diwajibkan untuk memenuhi
perjanjian disertai ganti rugi; (c) Debitur diwajibkan hanya membayar ganti rugi
saja; (d) Pembatalan perjanjian; (e) Pembatalan perjanjian disertai dengan
pembayaran ganti rugi.

Sebagaimana yang tertuang dalam putusan perkara Nomor:
26/Pdt.G/2014/PN.KIn, mengenai sengketa kredit macet. Dalam pemeriksaan
pembuktian di persidangan Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya,
berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim
Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor:
354/KBPR/PK-INS/VI11/201. Atas kelalaian Tergugat | dan Tergugat Il tersebut
menurut hukum adalah merupakan wanprestasi atau cidera janji. Maka sisa
hutang+bunga+denda pelunasan yang harus dibayar oleh Tergugat | dan Tergugat
Il menurut perjanjian yang telah disepakati terhitung sampai bulan Maret 2014
adalah sebesar Rp 171.888.027,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus

delapan puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah);
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Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Kredit
Macet Yang Diajukan Kreditur

Berdasarkan pada pemeriksaan pembuktian persidangan tersebut dapat
diambil suatu Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian antara Penggugat dan
Tergugat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Pertama, Tergugat |
pernah mendapatkan kredit dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh
lima juta rupiah) dan dikenakan bunga 1,5% perbulan selama jangka waktu 36
bulan dari 31 agustus 2010 sampai dengan 31 agustus 2013 dengan jumlah
angsuran sebesar Rp 3.208.350,- setiap bulannya yang diketahui Siti Mulyani
(Tergugat 1) dan sebagai penjaminnya adalah Mira Tania Mulyaningsih (Tergugat
I11). Kedua, kredit yang diperoleh Tergugat tersebut telah dibuat atau tertuang
dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat
sebagaimana tertuang dalam Surat Bukti Perjanjian Kredit Nomor: 354/KBPR/PK -
INS/V111/2010 tertanggal 31 Agustus 2010.

Selanjutnya Ketiga, benar Tergugat baru bisa membayar/mengangsur
hutangnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp
3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp 6.500.000,-
(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Tergugat | dan Tergugat Il
menunggak dan tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan lagi kepada
Penggugat (kredit macet). Keempat, sisa hutang + bunga + denda pelunasan yang
harus dibayar oleh Tergugat | dan Tergugat Il menurut perjanjian yang telah
disepakati terhitung sampai bulan Maret 2014 adalah sebesar Rp 171.888.027,-
(seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh

tujuh rupiah);
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Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Atas Perkara Kredit
Macet Yang Diajukan Kreditur

Sebagaimana dalam perkara Nomor: 26/Pdt.G/2014/PN.KIn tentang proses
penyelesaian sengketa kredit macet. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti
dan terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan
Negeri Klaten berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat | dan Tergugat 1l
telah terbukti tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya atau melakukan
wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor: 354/KBPR/PK-INS/VI11/2010
tertanggal 31 Agustus 2010.

Atas kelalaian Tergugat | dan Tergugat Il tersebut menurut hukum adalah
merupakan wanprestasi atau cidera janji. Sebagaimana telah dijelaskan dalam
Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi ‘“Penggantian biaya, rugi, dan bunga
karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si
berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya”.
Sehingga Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat | dan Tergugat Il
untuk melunasi sisa hutang+bunga+denda pelunasan yang harus dibayar terhitung
sampai bulan Maret 2014 adalah sebesar Rp 171.888.027,- (seratus tujuh puluh

satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah).

Saran
Penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:
Pertama, untuk Pihak Kreditur (Bank) dalam hal ini bertindak selaku

Penggugat sebaiknya lebih berhati-hati sebelum memberikan kredit terhadap
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seseorang nasabah, perlu adanya analisis mendalam atas iktikad dan kemampuan
serta kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi utang/kreditnya tersebut sesuai
dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, sehingga proses pelaksanaan
perjanjian kredit dapat berjalan lancar sesuai dengan yang di perjanjikan oleh
kedua belah pihak dan tidak mengalami masalah/kredit macet. Kedua, untuk
Debitur (Nasabah) yang dalam hal ini selaku Tergugat sebaiknya dalam
melaksanakan perjanjian kredit harus beriktikad baik untuk mengembalikan atau
membayar angsuran kreditnya sampai selesai/lunas. Agar tidak terjadi kredit macet
yang dapat menimbulkan sengketa antara kreditur dengan debitur.

Ketiga, untuk Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan
mengadili perkara gugatan sengketa perjanjian kredit harus cermat dan teliti dalam
memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan
Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil
gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat dapat membuktikan dalil
gugatannya maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh
Penggugat.

Keempat, untuk masyarakat secara umum diharapkan tetap berhati-hati dan
bijaksana dalam setiap melakukan suatu perbuatan hukum, yang salah satunya
mengajukan hutang/kredit di Bank. Sebelum melibatkan diri dalam suatu
perjanjian kredit di bank, harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami isi dari
perjanjian kredit tersebut. Dalam pelaksanaan kredit tersebut bisa berjalan dengan
lancar dan dapat menghindari hal-hal yang menyebabkan/menimbulkan sengketa

kredit.
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